ANALISIS YURIDIS URGENSI ALTH MEDIA DIGITALISASI
SERTIPIKAT ELEKTRONIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN
SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN PERTANAHAN DI
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
(S.H)

Raka Aditva Firmansyah
20210090061

V

Nusa Putra
—UNIVERSITY—

!A‘MOR DEUS, PARENTIUM, CONCERVIS

FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
2025



LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Urgensi Alih Media
Digitalisasi ~ Sertipikat  Elektronik
Dalam Upaya Pencegahan Sengketa
Kepemilikan Lahan Pertanahan di

Indonesia
Nama : Raka Aditya Firmansyah
Nim: 20210090061

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Sidang Skripsi
tanggal 12 Juni 2025. menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi

kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 12 Juni 2025

Pembimbing I Pembimbing I1
Endah Pertiwi, S.H., M.Kn Ujang Badru Jaman, S.H., M.H
NIDN. 0424019501 NIDN. 0420129103
Ketua Penguji Ketua Program Studi Hukum
Armansyah, S.H., M.H Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
NIDN. 0426069302 NIDN. 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

CSA Teddv Lesmana, S.H., M.H
NIDN. 0414058705




LEMBAR PERNYATAAN

Judul : Analisis Yuridis Urgensi Alih Media
Digitalisasi ~ Sertipikat  Elektronik
Dalam Upaya Pencegahan Sengketa
Kepemilikan Lahan Pertanahan di

Indonesia
Nama : Raka Aditya Firmansyah
Nim: 20210090061

Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini
adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing
telah saya jelaskan sumbernya. jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang
mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karya-nya, yang disertai dengan bukti-bukti
yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Sukabumi, 12 Juni 2025

Materai 10.000

Raka Aditya Firmansyah
20210090061

i



ABSTRACT

Land as a necessity for every citizen becomes a source of life that has important
benefits in daily activities. the increasing need for land is not in line with the fact
that land is static. the first problem identification in this study, how is the urgency
of the transfer of electronic certificates in land disputes in Indonesia? second, how
is the effect of the transfer of electronic certificates on the ptsl program in terms of
the Minister of Agrarian Affairs Regulation Number 3 of 2023 concerning
Electronic Document Issuance? This study aims, first, to analyze the urgency of the
transfer of electronic certificates in land disputes in Indonesia. second, to examine
the effect of the transfer of electronic certificates on the ptsl program in terms of
the agrarian ministerial regulation number 3 of 2023 concerning the issuance of
electronic documents. the research method used is normative juridical which
focuses on literature analysis, using the main legal material, namely the Regulation
of the Minister of ATR / BPN Number 3 of 2023 concerning the Issuance of
Electronic Documents. The results show that the digitization of certificates provides
various advantages, including easy access to information, reduced risk of loss or
damage to physical documents, and increased legal protection for landowners.
however, challenges such as the high cost of technology investment and unequal
access to technology in the community are still obstacles that must be overcome. In
addition, the digitization of certificates can reduce the loopholes for land disputes
resulting from document forgery and non-transparent administrative procedures.
the digitization of electronic certificates is important and strategic in efforts to
prevent land disputes in Indonesia. it is recommended that the government improve
socialization, technological infrastructure, and supervision so that the digitization
of certificates can run optimally, inclusively, and free from land mafia practices, so
that land governance becomes more transparent.

Keywords: Land certificates, digitalization of certificates, dispute prevention,
legal protection, land registration.
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ABSTRAK

Lahan tanah sebagai kebutuhan setiap warga negara menjadi sumber kehidupan
yang memiliki manfaat penting dalam kegiatan sehari-hari. kebutuhan lahan yang
semakin meningkat tidak seiring dengan fakta bahwa lahan bersifat statis.
identifikasi masalah pertama dalam penelitian ini, bagaimanakah urgensi peralihan
sertipikat elektronik dalam sengketa pertanahan di Indonesia? kedua,
bagaimanakah pengaruh peralihan sertipikat elektronik terhadap program ptsl
ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan
Dokumen Elektronik? penelitian ini bertujuan, pertama untuk menganalisa urgensi
peralihan sertipikat elektronik dalam sengketa pertanahan di Indonesia. kedua,
untuk meneliti pengaruh peralihan sertipikat elektronik terhadap program ptsl
ditinjau dari peraturan menteri agraria nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan
dokumen elektronik. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
yang terfokus pada analisis kepustakaan, menggunakan bahan hukum utama yaitu
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen
Elektronik. hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sertipikat memberikan
berbagai keuntungan, antara lain kemudahan akses informasi, pengurangan risiko
kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, serta peningkatan perlindungan hukum
bagi pemilik tanah. namun, tantangan seperti tingginya biaya investasi teknologi
dan ketimpangan akses teknologi di masyarakat masih menjadi hambatan yang
harus diatasi. selain itu, digitalisasi sertipikat dapat memperkecil celah terjadinya
sengketa tanah akibat pemalsuan dokumen dan prosedur administratif yang tidak
transparan. alih fungsi digitalisasi sertipikat elektronik menjadi penting dan
strategis dalam upaya pencegahan sengketa pertanahan di Indonesia. disarankan
agar pemerintah meningkatkan sosialisasi, infrastruktur teknologi, serta
pengawasan agar digitalisasi sertipikat dapat berjalan optimal, inklusif, dan bebas
dari praktik mafia tanah, sehingga tata kelola pertanahan menjadi lebih transparan.

Kata Kunci: Sertipikat Tanah, Digitalisasi Sertipikat, Pencegahan Sengketa,
Perlindungan Hukum, Pendaftaran Tanah
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahan tanah merupakan kepentingan setiap warga yang menjadi sumber
kehidupan dan memiliki manfaat penting dalam kegiatan sehari-hari. setiap
individu memiliki keinginan untuk menguasai lahan, terutama dimana tempat dia
tinggal. kebutuhan lahan yang semakin meningkat tidak seiring dengan fakta bahwa
lahan tidak mungkin bertambabh, ini yang menjadi dasar penelitian dibuat.! Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
berfungsi sebagai kerangka hukum formal yang mengatur kebijakan pertanahan di
Indonesia. selain itu, tertuang dalam Pasal 33 ayat ( 3 ), Undang-Undang Dasar
1945 sebagai dasar pertanahan konstitusi. melalui kepemilikan, penggunaan, dan
peruntukan lahan tersebut, negara diharapkan mampu mencapai kesejahteraan bagi

seluruh warga negaranya.’

Sertipikat adalah tanda kepemilikan atas suatu bidang tanah, sertipikat ini
memiliki kedudukan utama antara legalitas tanah lain yakni, penjelasan sertipikat
dijelaskan didalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria
mendefinisikan hak milik sebagai sebagai hak tertinggi. sertipikat adalah tanda

bukti kepemilikan atasatas suatu bidang suatu, dan sertipikat hak milik mempunyai

! Devi Elora, “2024, Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik,
Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, No. 3.” 2 hal. 763 (n.d.): 2024,
https://doi.org/10.5281/zenodo.13834686.

2 Esther Masri and Hirwansyah, “2023, Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem
Pendaftaran Tanah Di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum,” Krtha Bhayangkara 17,
no. 1 (April 4, 2023): hal. 157, https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109.



ketinggian tertinggi di antara yang lain yakni sertipikat hak milik mempunyai nilai
tertinggi di antara hak suatu tanah lain yakni setiap hak suatu tanah mempunyai
manfaat sosial.®

Sertipikat konvensional merupakan tanda bukti hak berbasis kertas dalam hal
ini sebelum adanya transformasi kedalam sertipikat elektronik masih menggunakan
kertas lebih dari 8 halaman. sementara dalam Pasal 1 ayat 8§ Permen ATR/BPN
mengenai dokumen elektronik, merupakan sertipikat yang ditetapkan oleh sistem
digital dalam bentuk dokumen elektronik.* perkembangan teknologi yang begitu
cepat menghantarkan perubahan pada setiap kebijakan yang diterbitkan oleh
pemerintah, termasuk dalam bidang pertanahan. hal ini mencakup pengelolaan data
informasi kemudian dokumen dalam format elektronik, di mana hasil pencetakan
dari dokumen tersebut diakui sebagai barang bukti hukum yang legal.

Sengketa tanah didefinisikan dalam Keputusan Kepala ATR/BPN Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 sebagai perselisihan yang melibatkan badan
hukum, lembaga, atau individu, di mana dampak politik dari sengketa tersebut tidak
meluas. dalam konteks ini, tanah yang menjadi objek sengketa ini merupakan lahan
yang kepemilikannya diperebutkan oleh beberapa pihak atau lebih yang saling
berusaha untuk memperoleh hak milik atasnya. sengketa lahan merupakan konflik

yang sering terjadi di Indonesia dan dapat memicu permasalahan yang lebih besar

3 Fajri Agung Rohmadi, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Perubahan Hak Atas Tanah Dari
Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta),” Jurnal
Bevinding 01 hal. 52 (2024).

4 Ahmad Budi Setiawan, “Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik Dan Keandalan Dalam
Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik,” Buletin Pos Dan Telekomunikasi 12, no. 2 (March
20, 2015): hal. 119, https://doi.org/10.17933/bpostel.2014.120204.



jika tidak ditangani dengan baik.’ sementara itu, konflik diartikan sebagai suatu
pertentangan atau bentrokan fisik yang melibatkan perselisihan antara beberapa
kelompok. konflik ini terjadi pada saat-saat tertentu dan menimbulkan dampak yang
besar, seperti ancaman dan perpecahan sosial, yang pada akhirnya mengganggu
keamanan dan pembangunan yang dilakukan negara.®

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah
mengatur bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah berkewajiban untuk
melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan, dan teratur. Kegiatan tersebut
mencakup pengumpulan, pengelolaan, pencatatan, pensajian, serta pemeliharaan
data berkas yuridis dan data fisik, termasuk pemberian surat tanda bukti hak suatu
bidang. akan tetapi didalam setiap prosesnya tidak terlepas adanya konflik antar
masyarakat yang atas sebidang tanah yang ternyata sama, perselisihan tersebut tidak
hanya terjadi disebabkan ukuran luas tanah, banyak sekali faktor penyebab
timbulnya konflik seperti masalah legalitas kepemilikan surat yang berkaitan
dengan objek lahan tersebut.’

Kenyataannya setiap isu pertanahan yang muncul kepermukaan hanya
sebatas konflik, perselisihan dan ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan yang
selama ini diberikan oleh kementrian/lembaga terkait dibidang pertanahan. oleh

sebab itu penulis berinisiatif untuk mengangkat tema terkait konflik sertipikat hak

5 Marta Cristina, “Persengketaan-Persengketaan Tanah Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan Undiksha, vol. 7, hal. 73 2019, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP.

6 Tella Fahira and Muhammad Fedryansyah, “Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan
Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik,” Jurnal Kolaborasi Resolusi
Konflik 3, no. 1 (January 28, 2021): 86, https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31978.

7 Yusuf Slamet et al., “Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah, Journal Of Comprehensive” 2, no. 6
hal. 1523 (2023).



milik, dan perkembangan digitalisasi yang sedang dilaksanakan secara bertahap
pada saat ini. digitalisasi sertipikat konvensional kedalam sertipikat analog menjadi
salah satu upaya Kementrian ATR/BPN yang memiliki tujuan mempercepat proses
pendaftaran tanah, sebelumnya sudah menjadi rahasia umum proses pendaftaran
tanah konvensional membutuhkan waktu yang tidak singkat dan terkesan lambat.

Penerapan sertipikat elektronik dalam sistem pendaftaran tanah dianggap
penting bagi lembaga terkait di bidang pertanahan, dapat mengurangi masalah
konflik tanah juga dapat meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam administrasi
tanah.® sertipikat konvensional yang sebelumnya digunakan berbentuk buku
terdapat beberapa halaman yang dirasa sudah tidak efisien pada saat ini,
penggunaan kertas yang berlebih, proses pencetakan yang rumit serta pemeliharaan
data arsip yang dilakukan secara manual tidak menggunakan teknologi berbasis
data masih menjadi alasan pemerintah dalam mencanangkan proses digitalisasi saat
ini. kualitas pelayanan yang diharapkan lebih baik bagi masyarakat, oleh karena itu
penting untuk terus dilakukan.

Sertipikat tanah elektronik ini diterbitkan melalui sistem administrasi BPN
yang dioperasikan oleh ATR/BPN. beberapa keunggulan ditawarkan diantaranya
apabila dibutuhkan informasi sangat mudah diakses oleh pemegang hak kapan dan
dimana saja tanpa harus mendatangi kantor tempat penerbitan sertipikat tersebut.
kemudian apabila terjadi suatu bencana atau hal yang tidak diingikan yang

menyebabkan bukti fisik sertipikat tersebut hilang atau rusak dapat langsung

8 Hashfi Maulana et al., “Urgensi Sertifikat Elektronik Dengan Pemantauan Berbasis Al Untuk
Efisiensi Pendaftaran Tanah Dan Mitigasi Mafia Tanah Di Indonesia,” Journal Customary Law 2,
no. 1 (November 1, 2024): 7-9, https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3304.



dicetak ulang dengan mudah. bukti kepemilikan suatu hak atas bidang tanah harus
dipastikan dengan benar, baik dari segi dasar hukum, legalitas kepemilikan, asal
mula, maupun segala bentuk administrasi yang legal. hal ini penting untuk
menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan. karena perlu untuk diketahui
bahwa bidang tanah yang sedang dalam masa sengketa tidak dapat digunakan
sebelum terbit keputusan yang memiliki dasar hukum jelas.’

Sertipikat elektronik yang gencar di sosialisasikan bertujuan agar masyarakat
berasumsi bahwa kualitas keamanan data kepemilikan tanah mereka sudah ada
peningkatan. sertel ini berpotensi untuk meminimalisir biaya operasional dalam
jangka panjang, investasi pertama sangat tinggi untuk pembangunan, pemeliharaan
sistem digitalisasi tersebut tergolong tinggi. tantangan ini mencakup kebutuhan
akan infrastruktur, pelatihan, serta pembaruan perangkat keamanan, terutama di

daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. anggaran terbatas.!'”

sengketa
lahan di setia mekar bekasi menjadi salah satu contoh kasus yang banyak terjadi.
kasus ini bermula dari konflik tanah antara Djudju Saribanon Dolly, pemilik
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 325 seluas 3,6 hektare di Desa Jati Mulya,

Tambun Selatan, dengan Abdul Hamid. sengketa tersebut berakhir dalam putusan

pengadilan yang kemudian menjadi dasar eksekusi lahan.

% Rianedo Anggriawan et al., “Upaya Pemerintah Dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa
Kepemilikan Tanah Di Indonesia,” Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on
Scientific and Advanced 2, no. 4 hal. 839 (December 12, 2024): 838-46,
https://doi.org/10.61579/future.v2i4.215.

10 «Syarifaatul Hidayah, Dkk. Tantangan Dan Peluang Sertifikat Elektronik Dalam Reformasi
Pendaftaran Tanah Di  Era Digital.” 1 hal. 190 (November 6, 2024),
https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2793.



Penggunaan sertipikat konvensional di masyarakat sering terjadi berbagai
permasalahan umum yang menimbulkan konflik berkepanjangan, beragam macam
sengketa telah terjadi disebabkan adanya kesempatan administratif.!! pemalsuan
dokumen konvensional kerap terjadi bahkan aparat pemerintah sendiri terlibat
seperti dalam kasus yang diterbitkan pada media detik news hari rabu, 04 september
2024. Kepala desa Wanakerta, Kabupaten Tangerang, berinisial T dan S ditangkap
karena memalsukan 3 dokumen sertipikat tanah milik warga. penangkapan
tersangka bermula dari korban yang mengurus permohonan penerbitan sertifikat
tanah. korban ikut di kegiatan PTSL pada tahun 2022. tanah korban ada di tiga
bidang di Kampung Sarongge Desa Wanakerta. Tetapi permohonan sertipikat
tersebut tidak terbit, bidang tanah sertipikat hak milik nama tersangka melalui
program PTSL tahun 2022.

Kasus yang terjadi akhir-akhir ini memberikan stigma negatif terhadap
lembaga terkait seperti yang terjadi di wilayah tanggerang kasus pagar dilautan
yang berupa batas bambu membentang sepanjang 30 koma 16 km di pesisir
Tangerang, Banten. ketika video dan foto-foto pagar laut itu viral, pemerintah
mengaku tak tahu siapa yang memasangnya. digitalisasi cenderung memberikan
manfaat bagi yang telah memiliki akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang
memadai. kelompok masyarakat yang tinggal di daerah dan pedesaan berisiko
mengalami keterbelakangan. kelompok yang paling rentan dirugikan akibat proses

digitalisasi adalah masyarakat tersebut, terutama mengingat banyaknya sertifikat

" Sudarto , “Analisis Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah Pasca Implementasi Pendaftaran
Sertifikat Secara Elektronik,” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 1, no. 2 hal.
151 (June 30, 2022):, https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i2.1286.



yang sebelumnya telah ada. tanah konvensional yang masih dalam konflik.
seharusnya konflik ini yang diselesaikan terlebih dulu sebelum gencar di terapkan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik meneliti

perbandingan dalam transformasi sertifikat tanah analog menjadi sertifikat
elektronik (e certificate) dengan judul “Analisis Yuridis Urgensi Alih Fungsi
Digitalisasi Sertipikat Elektronik Dalam Upaya Pencegahan Sengketa Kepemilikan
Lahan Pertanahan di Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah urgensi peralihan sertipikat elektronik dalam sengketa
pertanahan di Indonesia ?

2. Bagaimanakah dampak peralihan sertipikat elektronik terhadap program
ptsl ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 2023 tentang
Penerbitan Dokumen Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa urgensi peralihan sertipikat elektronik dalam sengketa
pertanahan di Indonesia.

2. Untuk meneliti dampak peralihan sertipikat elektronik terhadap program
PTSL ditinjau dari peraturan menteri agraria nomor 3 tahun 2023 tentang

penerbitan dokumen elektronik

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran
yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam

konteks sertifikat elektronik.



2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat mengenai keuntungan, tantangan, dan risiko yang
terkait dengan sertifikat elektronik, serta memberikan kontribusi
pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan ilmu dalam ruang lingkup hukum tidak lepas dari teori sebagai
dasarnya. penelitian ini juga tidak dapat dipisahkan dari penjelasan yang telah
dikemukakan oleh para ahli ilmu hukum, yang dibahas dalam konteks bahasa dan
sistem pemikiran yang khas, kerangka konseptual berfungsi sebagai dasar bagi teori
atau sebagai dukungan teoritis dalam merumuskan dan memperkuat validitas dari
isu yang sedang dianalisis. kerangka ini berfungsi sebagai panduan, selanjutnya di
setujui maupun yang tidak di setujui. landasan teori sebagai panduan didalam
menggali dan menemukan ilmu pengetahuan yang mendasari proses penelitian
secara keseluruhan, proses tersebut diawali dengan identifikasi permasalahan,
pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum sampai pada pengambilan
kesimpulan.

Teori dapat diartikan sebagai suatu rangkaian konsep abstrak yang
menggambarkan hubungan antar konsep tersebut, yang pada akhirnya
memfasilitasi pemahaman kita terhadap suatu fenomena. secara fundamental, teori
berperan dalam menjelaskan fenomena tertentu, baik dalam bentuk proses, hasil
dari aktivitas, maupun sebagai suatu sistem. dari segi praktis, teori berfungsi
sebagai alat atau instrumen untuk meneliti dan menganalisis fenomena-fenomena

yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Satjipto



Rahardjo mengemukakan bahwa hukum dapat dipahami sebagai kelanjutan dari
kajian hukum positif. dalam konteks ini, diharapkan kehadiran teori hukum dapat

disajikan dengan jelas.'?

Teori-teori yang diterapkan untuk menganalisis permasalahan dalam
penelitian ini meliputi berbagai pendekatan sebagai berikut::

1.  Teori Penegakan Hukum

Teori ini merujuk pada kejelasan dan ketegasan dari dasar hukum yang
digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan
mengenai suatu perkara, yang sangat bergantung pada elemen-elemen yang
terdapat dalam dasar hukum tersebut. elemen-elemen ini berperan dalam
menciptakan kepastian dan keadilan dalam penerapan hukum. penegakan
hukum mencakup tidak hanya tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi,
tetapi juga upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
menurut pandangan Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum
ditentukan oleh tiga komponen utama: substansi hukum yang mencakup
norma-norma yang berlaku, struktur hukum yang merujuk pada lembaga-
lembaga penegak hukum, dan budaya hukum yang mencerminkan
penerimaan serta implementasi hukum dalam masyarakat. teori ini
menekankan pentingnya adanya keselarasan antara ketiga komponen tersebut

untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.

12 Tiur Henny Monica, “Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan
Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang
Menangani Lebih Dari Tiga Perkara,” vol. 15, hal. 215 2024,
http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif.
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2. Teori Kemanfaatan Hukum

Peraturan yang berlaku seyogya-nya memiliki manfaat bagi berbagai
kalangan yang menggunakan.' konsep ini berfokus pada prinsip kebahagiaan
terbesar bagi jumlah orang terbanyak. artinya, setiap keputusan atau tindakan
hukum harus dievaluasi berdasarkan manfaat yang dapat diberikan kepada
masyarakat secara keseluruhan. teori kemanfaatan digunakan untuk menilai
apakah suatu peraturan atau kebijakan memberikan manfaat yang signifikan
bagi masyarakat. Rudolf von Jhering, seorang ahli hukum Jerman, juga
berkontribusi pada teori kemanfaatan dengan menekankan bahwa hukum
harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan memberikan manfaat

bagi masyarakat luas.

1.  Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah suatu konsep fundamental yang terkait dengan

judul penelitian, yang disajikan dalam bentuk diagram..

13 Acta Diurnal et al., “Mediasi Sebagai Kewajiban Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran
Paten Di Indonesia Demi Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum” 5 hal. 134 (December 31, 2021),
https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.712.
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Analisis Yuridis Urgensi Alih
Media Digitalisasi Sertipikat
Elektronik Dalam Upaya
Pencegahan Sengketa Kepermlikan
Lahan Pertanahan Di Indonesia

Bagaimanakah dampak peralihan
sertipikat elektromik terhadap
program ptsl ditinjau dari
peraturan menteri agraria nomor 3
tahun 2023 tentang penerbitan
dokumen elektronik?

Bagaimanakah urgensi peralihan
sertipikat elektronik dalam
sengketa pertanahan di Indonesia?

Teori Kemanfaatan Pendekatan

Perundang-

Teori Penegakan Pendekatan [_II(ulan Teori
Hukum Konseptual {ewenangan
P i Undangan

Dampak peralihan sertipikat
. . e elektromk terhadap program
Utgensi peralihan sertipikat ptsl ditinjau dari peraturan
elektronik dalam sengketa menteri agraria nomor 3 tahun
pertanahan di Indonesia 2023 tentang penerbitan

dokumen elektronik

Kesimpulan dan Saran

Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan

untuk memperoleh pemahaman tentang isu-isu hukum yang muncul, serta

menyusun kesimpulan dan menawarkan solusi untuk menangani permasalahan

hukum yang ada. isu-isu yang diangkat dalam konteks ini mencakup masalah

hukum yang relevan. di sisi lain, metodologi penelitian merujuk pada prinsip-

prinsip yang harus diterapkan pada setiap tahap dalam proses penelitian, yang juga
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dapat dipahami sebagai kajian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam

penemuan, pengembangan, dan verifikasi kebenaran suatu pengetahuan.'*

1.  Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian normatif hukum yang
difokuskan pada analisis literatur, dengan menggunakan sumber utama, yaitu
peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 mengenai Penerbitan Dokumen
Elektronik. penelitian ini mengandalkan sumber hukum yang membahas
langkah-langkah dan tantangan didalam konteks pertanahan nasional.
2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi, antara
lain, pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan
Konseptual (conceptual approach).

a. Peter Machmud Marzuki mendefinisikan suatu pendekatan yang
dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan dan regulasi yang
berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.'®> dengan demikian,
peneliti dapat mengevaluasi apakah undang-undang tersebut sesuai
dengan isu yang dihadapi dan apakah terdapat konflik antara undang-

undang yang ada dengan kondisi atau isu hukum saat ini. pada

4 Abraham Ethan Martupa and Sahat Marune, “Civilia : Metamorfosis Metode Penelitian Hukum:
Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis,” vol. 2 hal. 75 (Jakarta, August 15, 2023),

http://jurnal.anfa.co.id.
15 Christina Aryani, “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui
Penerapan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 4 (2021),

https://mediaindonesia.com/podiums/detail podiums/1671-obesitas-regulasi.


http://jurnal.anfa.co.id/
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pendekatan peraturan diharuskan untuk mengetahui urutan serta asas

hukum yang ada dalam peraturan.'®

b. Pendekatan Konseptual digunakan untuk memberikan sudut pandang
analisis terhadap isu hukum dengan mempertimbangkan konsep-
konsep hukum yang mendasarinya. pendekatan ini membantu peneliti
untuk memahami isu dan peraturan hukum terkait, serta merumuskan
argumen yang relevan. pendekatan ini sering kali beranjak dari doktrin-
doktrin hukum yang telah ada untuk membangun argumentasi hukum
yang solid.!"” dengan menganalisis pandangan-pandangan doktrinal

dalam bidang ilmu hukum, peneliti akan memperoleh ide-ide yang

menghasilkan pemahaman.

3. Tahap Penelitian

Penulis menerapkan dua tahap dalam penelitian ini, diantaranya tahap
persiapan dan tahap pelaksanaan penelitian. jenis data yang akan digunakan
adalah studi kepustakaan, yang dimulai dengan pengumpulan teori-teori,
prinsip-prinsip hukum, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan
sertifikat tanah elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2021 tentang Sertifikat Elektronik. Pada tahap ini, akan ditentukan sumber data

16 S.H., M.S Dr. H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,
ed. Alumni, Teori Hukum, vol. 1 hal. 168 (Alumni, 2023).

17 J1 Hr Rasuna Said, “Company Profile Law Office Saiful Anam Partners,” n.d., www.saplaw.top.
diakses tanggal 10 februari 2025 pukul 10.00 Wib.


http://www.saplaw.top/
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primer, sekunder, dan tersier, terutama dalam konteks penelitian normatif yang
berlandaskan pada dokumen atau literatur yang relevan..

a. Data primer mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, UUPA berfungsi
menjadi landasan pengaturan sistem kepemilikan tanah. data ini
diperoleh melalui studi dokumen atau analisis terhadap sumber hukum
primer yang menjadi acuan dalam penelitian normatif.

b. Data sekunder mencakup berbagai sumber, seperti buku-buku hukum,
jurnal ilmiah, artikel hukum, serta karya-karya akademis yang
membahas teori atau konsep yang berkaitan dengan hukum agraria.
selain itu, juga mencakup studi atau laporan yang relevan dengan
permasalahan penelitian. sumber yang menjelaskan tentang bahan
hukum primer meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian,
karya-karya dari para ahli hukum, pendapat para pakar hukum, serta
sumber-sumber lain yang relevan .'®

c. Data tersier, sumber referensi tambahan yang membantu
menginterpretasikan data primer dan sekunder. dalam penelitian hukum
agraria, data tersier dapat berupa referensi umum tentang konsep-
konsep hukum agraria. buku atau dokumen ringkasan yang

memberikan gambaran umum tentang sistem hukum agraria. ketiga

¥ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum:
Analisis Problematika Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” Refleksi Hukum: Jurnal
IImu Hukum 8, no. 2, hal. 401 (September 9, 2023): 145-60,
https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
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jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan analisis yang

komprehensif dalam penelitian normatif hukum agraria.
4. Teknik Pengumpul Analisis Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menerapkan metode studi

dokumen. teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber dari
literatur dan perundang-undangan untuk memperoleh data primer dan sekunder.
proses ini mencakup inventarisasi, analisis, dan pengutipan informasi dari buku,
undang-undang, data yang didapatkan kemudian disesuaikan dengan
permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. proses penyuntingan
dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan, di mana data tersebut diseleksi

terlebih dahulu untuk mengambil informasi yang diperlukan.

5. Alat Pengumpul Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum membantu menganalisis permasalahan yang diangkat,'” alat
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya studi
kepustakaan, yang mencakup buku dan undang-undang yang ada kaitannya
dengan permasalahan yang dibahas. proses ini meliputi evaluasi terhadap
relevansi dan kualitas dokumen, serta analisis mengenai hubungan antara

dokumen-dokumen tersebut.

19 David Tan, “Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Metode Penelitian Hukum : Mengupas
Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum” 8 (2021),
https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.
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6.  Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul dan lengkap,
langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. tujuan dari analisis adalah
untuk memberikan penjelasan yang rasional dan sistematis. mengingat
karakteristik penelitian ini adalah analisis data yang bersifat deskriptif dan
analitis. metode analisis yang diterapkan didasarkan pada pendekatan yuridis
terhadap data baik primer maupun sekunder. dalam konteks ini, penelitian ini
berupaya untuk menggambarkan urgensi dan risiko sertifikat tanah elektronik
sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 mengenai

Sertifikat Elektronik.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti memperoleh info
mengenai data yang diperlukan. untuk skripsi ini berbasis data internet dan
kepustakaan. studi kepustakaan tersebut diantaranya yaitu perpustakaan
Universitas Nusaputra, Perpustakaan Daerah / Perpustakaan Kota Sukabumi.
sementara berbasis internet diperolah dari jurnal, e-book, website resmi

kementrian terkait yang sudah peneliti cantumkan sumbernya.
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8. Jadwal Penelitian
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Gambar 1. 2 Jadwal Penelitian
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G. Sistematika Penulisan dan Outline
Sistematika disusun untuk menginformasikan gambaran tentang penelitian
dengan tujuan pembaca dapat lebih mudah paham isi dari penulisan tersebut,
dijelaskan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang
akan digunakan, serta sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini, tinjauan pustaka menyajikan pemaparan beberapa teori yang
relevan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu terkait dengan masalah yang
akan diteliti. landasan teori berisi pernyataan dari para ahli dalam buku-buku
teori di bidang ilmu yang akan digunakan untuk mendukung analisis.
BAB III DATA PENELITIAN
Data penelitian merupakan elemen penting dalam penelitian hukum,
berfungsi sebagai dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan. tahapan
dalam metodologi penelitian ini mencakup studi pendahuluan, studi literatur,
rumusan masalah, penentuan metode penelitian, klasifikasi variabel
penelitian, hipotesis penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis,
dan penutup
BAB IV HASIL PENELITIAN
Dalam bab ini, akan dijawab dan diuraikan poin-poin dari identifikasi

masalah di Bab II, dengan mengkaji dan mendeskripsikan temuan yang
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diperoleh, serta menyajikannya dalam bentuk narasi mengenai perbandingan
fungsi digitalisasi sertifikat hak milik analog dan elektronik sebagai upaya
pencegahan sengketa lahan pertanahan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan dari seluruh poin dalam bab penelitian,
saran perbaikan, implikasi kebijakan yang dapat diambil, serta rekomendasi

untuk penelitian selanjutnya.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sertipikat-el di Indonesia dapat dikatakan langkah strategis
untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam administrasi pertanahan
yang merupakan pemicu utama terjadinya konflik. modernisasi ini
didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria
Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik, yang
menuntut integrasi dan keamanan sistem elektronik, diharapkan mampu
meningkatkan episiensi, transfaransi, juga keamanan data pertanahan,
sekaligus meminimalisir risiko sengketa akibat ketidakjelasan legalitas
dan administrasi. keberhasilan peralihan ke sertipikat elektronik sangat
bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, aparat desa, dan
masyarakat, serta dukungan regulasi yang jelas dan sosialisasi yang
efektif.

2. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pengaruh
signifikan terhadap pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) di Indonesia. program PTSL turut mendorong program
pensertipikatan elektronik, serta menyediakan data pertanahan yang akurat
untuk mendukung penataan ruang dan perencanaan tata kota. keberhasilan
jangka panjang program ini sangat bergantung pada komitmen seluruh

pihak terkait, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta upaya berkelanjutan
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dalam mengatasi hambatan di lapangan. dengan pengelolaan yang baik,
PTSL dan sertipikat elektronik berpotensi menjadi instrumen penting
dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, keadilan agraria, dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu memperkuat Pengembangan
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah
Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil dan tertinggal,
merupakan suatu langkah yang krusial. ini penting agar implementasi
sertipikat elektronik dapat berjalan optimal dan merata, mengingat
ketidakmerataan akses internet dan perangkat digital masih menjadi
hambatan utama. selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia
baik di lingkungan BPN maupun masyarakat luas harus menjadi prioritas
melalui pelatihan, edukasi literasi digital, dan sosialisasi berkelanjutan.
pemerintah juga perlu memastikan keamanan data pertanahan dengan
memperkuat sistem perlindungan siber, backup data terdistribusi, serta
validasi dan sinkronisasi data secara berkala untuk mencegah kebocoran
maupun kehilangan data penting.

2. Partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan
untuk mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang transparan,
akuntabel, dan berkeadilan. pemerintah desa, aparat setempat, dan

lembaga pertanahan harus bersinergi dalam menyelenggarakan sosialisasi,
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edukasi, dan pendampingan terkait penggunaan sertipikat elektronik dan
aplikasi digital. masyarakat perlu didorong untuk terlibat dalam proses
pendaftaran tanah partisipatif, hingga tiap perubahan juga penggunaan
tanah dapat dipantau bersama dan meminimalisir potensi konflik. selain
itu, pemerintah wajib menyusun prosedur pelayanan yang sistematis, jelas,
dan mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari proses permohonan hingga
pengambilan dokumen setelah selesai diproses, agar tercipta kepastian

aturan dan perlindungan hak tanah yang lebih baik di masa depan.
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